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ABSTRAK

PUTRI, 2022. Penerapan Akuntansi Belanja Modal Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM Di Kabupaten Magelang. Tugas Akhir Program Studi D3
Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dibimbing
oleh Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.,M.Acc.,Ak.,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencatatan,
pengakuan, dan pelaporan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Perdagangan
Koperasi dan UMKM Di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat empiris
dengan tekhnik pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak-pihak yang
terkait dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif
yang kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi untuk
belanja modal yang meliputi pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pada Disdagkop
UKM Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan mekanisme standar yang
ditetapkan yaitu standar akuntansi pemerintahan. Penyajian laporan keuangan telah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah.

Kata Kunci : Belanja Modal, PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan, Good
Governance, PAD

Xi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu hak yang diberikan oleh Negara kepada
pemerintahan daerah mengenai kewenangan dalam mengatur kebebasan untuk
membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah memberikan otonomi daerah yang bertujuan
untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pelayanan kepada masyarakat.
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi
secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Winarno & Pusung, 2016).

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan good governance
sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan
prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi
baik secara politik dan administratif. Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka
mewujudkan good governance memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan
yang baik dan bersih untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-
cita Bangsa dan Negara. Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya tiga unsur
yaitu transparansi yang menjadi dasar kebebasan dalam memperoleh informasi,
partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan yang
dapat menyalurkan aspirasi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab publik
atas suatu aktivitas yang dilakukan. Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang memiliki
kewajiban melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di dalam
lingkungan satuan kerja. SKPD memiliki wewenang dalam menentukan belanja-

belanja yang akan dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan



efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah (Balo,
Manossoh, & Warongan, 2020).

Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi rangkaian proses dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam membuat kertas kerja atau laporan
keuangan SKPD harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam menilai akuntanbilitas dan membuat keputusan ekonomi. Hal ini sesuai
dengan penjelasan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Mohamad,
Tinangon, & Elim, 2014).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. SAP
digunakan sebagai acuan dan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, dalam hal ini termasuk
pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur pada suatu periode
pelaporan untuk kepentingan akuntanbilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi
kinerja. Melalui penerapan SAP harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang
berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Juwita, 2013).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan laporan keuangan yang
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatan kualitas laporan keuangan

dan kredibilitasnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan



keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka untuk memenuhi dan merealisasikan
program Kkerja pemerintah perlu adanya pengadaan belanja modal untuk
menghasilkan aset tetap pemerintah, seperti pengadaan barang dan jasa pada
periode anggaran yang berjalan. Belanja modal pada pemerintahan ini sudah
dibentuk anggaran-anggarannya dalam sebuah APBD (Akbar, Burhanuddin, &
Guasmin, 2020).

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tahun
2008, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah dalam rangka
pembentukkan modal yang ada atau pembelanjaan modal. Belanja modal adalah
pengeluaran yang bersifat rutin dalam rangka pembentukan modal untuk
menambah aset tetap atau investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi, seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, dan jaringan
yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan
kapasitas dan kualitas aset. Dengan terciptanya pemerintahan yang bersih (good
governance) meningkatkan kesadaran pemerintah daerah dalam mempertanggung
jawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan didukung oleh komitmen
organisasi yang tinggi mulai dari penganggaran sampai penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan SAP sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas

keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Kabupaten Magelang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan otonomi daerah. Dinas
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang merupakan suatu instansi
yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Berdasarkan pemikiran aset tetap
merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar dapat
menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengeloaan
aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan modal awal bagi
pemerintah daerah untuk mengembangkan peran dan fungsi sebagai pemberi
pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu masalah dalam pendapatan dan

belanja daerah yaitu masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam



menggali potensi pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap kemampuan
daerah untuk membiayai anggaran rutin dan pembangunan. Lemahnya kemampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah akan mempengaruhi
belanja daerah. Hal ini dinilai masyarakat dimana pemerintah harus meningkatkan
pendapatan daerah untuk memenuhi belanja modal. Dalam melaksanakan
pengadaan belanja modal hendaknya memiliki prosedur dasar untuk pelaksanaan
kerja agar menunjang kelancaran operasional dinas. Dengan adanya pencatatan,
pengakuan dan pelaporan yang memadai berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) maka pengelolaan dan target yang akan diperoleh dalam suatu

badan mampu berjalan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
Menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Akuntansi Belanja

Modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dapat

dirumuskan :

1. Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan
oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?

2. Bagaimana mekanisme pengakuan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan
oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?

3. Bagaimana mekanisme pelaporan akuntansi atas belanja modal yang dilakukan

oleh Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Magelang?

1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Mekanisme Pencatatan Akuntansi Atas Belanja Modal.
2. Mengetahui Mekanisme Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Modal.

3. Mengetahui Mekanisme Pelaporan Akuntansi Atas Belanja Modal.



1.4  Bidang Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Kabupaten Magelang pada subbagian umum di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM). Dalam penempatan di Bidang UMKM penulis membantu
dalam Kkegiatan lapangan seperti pembinaan untuk pengembangan UMKM,
melaksanakan promosi produk UMKM, serta melaksanakan tugas lainnya yang
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

1.5 Lokasi Magang
Adapun lokasi tempat dilaksanakannya penelitian pada program magang

oleh penulis yaitu sebagai berikut:
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Gambar 1.1
Lokasi Magang

Nama Instansi : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang

Alamat : JI. Soekarno Hatta No0.70, Ngentak I, Sawitan, Kec. Mungkid,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Kode Pos 156511

No. Telp - (0293) 789426


https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsbICjsk60mo14I6maR_PufDcabVcA:1655160734850&q=dinas%20perdagangan%2C%20koperasi%2C%20dan%20ukm%20mage&ved=2ahUKEwjMjpadwqv4AhVnH7cAHZtyC74QvS56BAgIEAE&biw=1366&bih=657&dpr=1&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1825589739592498253&lqi=CilkaW5hcyBwZXJkYWdhbmdhbiwga29wZXJhc2ksIGRhbiB1a20gbWFnZVopIidkaW5hcyBwZXJkYWdhbmdhbiBrb3BlcmFzaSBkYW4gdWttIG1hZ2WSARRjaXR5X2Rpc3RyaWN0X29mZmljZaoBLxABKisiJ2RpbmFzIHBlcmRhZ2FuZ2FuIGtvcGVyYXNpIGRhbiB1a20gbWFnZSgm&rlst=f

1.6 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan praktek magang yang dilaksanakan di Dinas Perdagangan,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang dilaksanakan selama 3 bulan dimulai
dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dijadwalkan 5 hari
dalam seminggu. Penulis akan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh
Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Magelang dalam

melaksanakan magang.



Waktu Pelaksanaan

No Keterangan Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
2|3 213 2|3 21341123 213 11234 2|3
. Pelaksanaan
Magang
2 | Bimbingan Dosen
3 | Penyusunan TA
4 | Ujian TA




BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian Akuntansi

Akuntansi memiliki peran penting dalam menjalankan ekonomi dan sistem
sosial di Indonesia. Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang
digunakan untuk mengubah data dari transaksi keuangan menjadi informasi

keuangan.

Akuntansi merupakan sistem informasi yang bermanfaat untuk mengukur
aktivitas bisnis pemrosesan data berupa informasi keuangan dan alat komunikasi
bagi unit-unit organisasi atau entitas dalam suatu lingkungan negara tertentu dan
melaporkan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Pontoh, 2013).

Menurut Sumarsan (2017) akuntansi merupakan suatu seni untuk
mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta
kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan
informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjabaran dari pengertian dan definisi akuntansi menurut para
ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses
mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan melaporkan atas transaksi dan kejadian
yang berhubungan dengan keuangan yang akan digunakan sebagai bahan informasi

penilaian dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memerlukan.

2.2  Pengertian dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik
2.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bervariasi, dalam hal ini
dikarenakan luasnya lingkup publik jika dilihat dari segi politik, ekonomi, hukum
dan sosial pasti memiliki point of view yang berbeda-beda. Dari sudut pandang



ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai sebuah organisasi entitas ekonomi
yang berhubungan dengan usaha dan keuangan yang digunakan dalam pengambilan
keputusan untuk memenuhi kebutuhan melalui pelayanan publik kepada

masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraanya.

Akuntansi sektor publik meluas pada semua entitas yang memiliki peran untuk
kesejahteraan masyarakat, misalnya yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Lembaga publik
mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntanbilitas dan

transparan.

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh
lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada
masyarakat, dimana akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan
analisis akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun daerah.

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan
informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang
berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
(Halim, 2014).

Akuntansi sektor publik bagi pemerintah digunakan dalam proses
pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program,
penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi
bermanfaat sebagai pengambilan keputusan dalam melakukan alokasi sumber daya
dan dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas
serta kelayakannya baik secara ekonomis ataupun teknis (Yuesti, Dewi, & Pramesti,
2020).

Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut (Halim &
Kusufi, 2018):

1. Pemerintah tidak berorientasi laba.

2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.



3. Dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu
jenis dana.

4. Akuntansi pemerintahan membukukan pengeluaran modal seperti untuk
membangun gedung, dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan
hasil operasional.

5. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan

di neraca.

2.2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik seharusnya menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntanbilitas.
Berikut tujuan akuntansi sektor publik terhadap organisasi atau entitas sektor publik
(Yuesti, Dewi, & Pramesti, 2020) :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
keuangan

2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai

3. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran

4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi entitas
pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka
pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan

pinjaman.

2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah yang luas, pemerintah
memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana dan transaksi ekonomi
yang beragam. Sistem akuntansi dirancang untuk memberikan informasi terbaik
yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi ini
dibangun untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Setiap daerah

harus mampu menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dari
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daerah yang bersangkutan seperti laporan realisasi anggaran, laporan posisi
keuangan, dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan akuntansi yang dipakai oleh
Pemerintah Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan
daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan
mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan
salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian yang
besar dari berbagai pihak semenjak reformasi (Renyowijoyo, 2013).

Sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai implementasi dari
perancangan kegiatan akuntansi meliputi proses merangkum kegiatan transaksi atau
aktivitas dari keuangan dan pengendalian laporan keuangan demi berjalannya
kemajuan dalam membuat APBD. Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari
seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan
yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk
laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah

untuk mengambil keputusan ekonomi (Mokoginta, Lambey, & Pontoh, 2017).

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan. Dimana jika tingkat sistem akuntansi keuangan daerah semakin
tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Kualitas
laporan keuangan pemerintah dapat meningkat ketika terdapat informasi yang
dihasilkan memiliki sistem akuntansi keuangan yang handal disertai praktik yang
baik (Oktavia S, 2019).

2.4  Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti dengan pengelolaan keuangan yang
ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun
kabupaten atau kota menyusun mulai dari perencanaan sampai dengan pengelolaan
anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan. Pengelolaan

keuangan daerah merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,
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pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuangan daerah (Antika, Murdayanti, & Nasution, 2020).

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut dalam APBD (Syairozi, Pambudy, & Yaskun, 2021).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah sebagai rencana
pelaksanaan keseluruhan pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua
penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.
Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang
ditetapkan dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah,
maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Maulina, Alkamal, & Fahira, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006, Penyajian
laporan keuangan merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas
ketepatan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun
laporan keuangan daerah tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang diterima
umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan Keuangan
Pemeritah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggungjawaban
merupakan hasil dari suatu sistem akuntansi keuangan atas transaksi-transaksi

keuangan pemerintah daerah.

Menurut Ratmono & Solihin (2017) Proses pengelolaan keuangan daerah dapat

dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu:
1. Perencanaan dan penganggaran
Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berurutan sebagai berikut :

1) Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA),
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2) Penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS),
3) Penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan
4) Penyusunan dan Pengesahan Perda APBD
2. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah,
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-40/PB/2016
Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah
Pencairan Dana seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dana dan pertanggungjawaban dana.
3. Perubahan APBD
Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA

2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan

4) Keadaan darurat, dan

5) Keadaan luar biasa

4. Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah
meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan
Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan konsolidasi dan
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah (Ratmono, 2017). Dalam proses
pengelolaan keuangan daerah ini terdapat peran akuntansi keuangan daerah sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam
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tahap pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban
dari pelaksanaan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010,
APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, diantaranya:
1) Pendapatan Asli Daerah: Pajak daerah, Retribusi daerah, dan Penerimaan
lain -lain.
2) Dana Perimbangan: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Dana Alokasi Khusus (DAK).
3) Lain-lain pendapatan yang sah.
2. Anggaran belanja, diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program,
kegiatan dan jenis belanja. Anggaran belanja digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

3. Pembiayaan, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.5  Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Ratmono & Sholihin (2017:18) jenis yang terdapat dalam suatu

laporan keuangan pemerintah daerah :
1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.
3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset,kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
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4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas
operasi, investasi,pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama

periode tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Laporan Arus Kas .

Keempat karakteristik berikut ini merupakan pra syarat normative yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki, kualitas yan dikehendaki berdasarkan (PP No. 71 Tahun 2010)

sebagai berikut:
a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,

serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

b. Andal
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Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan

entitas pelaporan lain pada umumnya.
d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas

pemahaman para pengguna.

2.6 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah
ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan
kewenangan daerah yang pelaksanaannya dilakukan sejalan dengan ketentuan
perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diutamakan demi mendanai atau
membiayai kegiatan pemerintahan yang diperlukan terkait pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Belanja

Daerah dikelompokan menjadi:
1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terikat secara
langsung dengan penyelenggaraan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung

dibagi berdasarkan jenis belanja yaitu:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga
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3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
5) Belanja Bagi Hasil

6) Belanja Bantuan Keuangan

7) Belanja Tidak Terduga

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terikat secara langsung

dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

4) Surplus/Defisit APBD

2.7 Pengakuan Akuntansi Untuk Belanja Modal

Pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber
dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut
adalah (Karmila, Tinangon, & Gamaliel, 2021):

1. Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum Negara/daerah diakui ketika
terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut.

2. Pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran pengakuannya
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika

memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut (Erlina & Rasdianto, 2013):

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk

dijual
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3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian

barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah

ditetapkan.

Pengakuan aset pada instansi pemerintah berlandaskan dengan PSAP No. 7

Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengakuan aset terjadi apabila pada saat

memiliki masa manfaat di masa depan dimana aset tetap tersebut diperoleh dan

nilainya dapat diukur dengan benar.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pengungkapan belanja,
sebagai berikut (Erlina & Rasdianto, 2013):

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun

anggaran

2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah

3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan

pada Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP.

Tabel 2.1

llustrasi pengungkapan belanja dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (Erlina &
Rasdianto, 2013)

Belanja Anggaran 2020 | Realisasi 2020 Selisih
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal 350.000.000 250.000.000 100.000.000

Dari tabel diatas menunjukkan terdapat selisih sebesar Rp. 100.000.000,- untuk

realisasi belanja modal dibandingkan anggarannya. Realisasi harga barang adalah

lebih rendah dibandingkan dengan asumsi saat penyusunan anggaran yaitu sebesar
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Rp. 100.000.000,. Hal ini disebabkan adanya negosiasi atau kesepakatan dengan
pihak ketiga melalui proses lelang (Erlina & Rasdianto, 2013).

Pencatatan untuk belanja modal terdapat dua kali pencatatan, yaitu untuk
keperluan penyusunan LO dan penyusunan LRA. Pencatatan transaksi belanja
modal untuk keperluan penyusunan LO adalah aset tetap bertambah dan dicatat di
sisi debit serta kas bendahara pengeluaran berkurang dan dicatat di sisi kredit.
Selanjutnya, pencatatan transaksi belanja modal untuk keperluan penyusunan LRA,
belanja modal bertambah dan dicatat di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran

berkurang dan dicatat di sisi kredit.

2.8 Pengertian dan Jenis Belanja Modal
2.8.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pengertian belanja
modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan
modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan
manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran
untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa

manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal Menurut Mulyanto (2014:3) merupakan belanja daerah yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk pembangunan dan perbaikan
sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat dapat menikmati

manfaat dari pembangunan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan
atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk
tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap

lainnya.
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Dari beberapa pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa
Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada
pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya
yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh

pemerintah daerah dalam menjalankan tugas public service.

Berikut Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (Anggaini, 2015:55) :

1. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target

2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan

3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya

4. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,

yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

2.8.2 Jenis-jenis Belanja Modal
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 2 Tahun 2008, belanja

modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :
1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk
pembelian balik nama dan sewa tanah seperti : pengosongan, pengurugan, perataan,
pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya yang
berhubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap

pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah biaya pengeluaran yang digunakan

untuk pengadaan dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris
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kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai
peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai .

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah biaya pengeluaran yang digunakan
untuk pengadaan atau penambahan termasuk dalam pengeluaran untuk
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung yang dimaksud

sampai gedung dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya pengeluaran yang
digunakan untuk peningkatan pembangunan dan perawatan yang termasuk dalam
pengeluaran untuk pengawasan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang
menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap

pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah biaya pengeluaran yang digunakan untuk
perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria
belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi
dan jaringan. Belanja ini termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian
barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak

dan tanaman, buku buku, dan jurnal ilmiah.

2.9 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah: “Standar Akuntansi
Pemerintahan yang disebut SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.
Diberlakukannya PP No 71 tahun 2010 tentang SAP adalah upaya untuk

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen
dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintah telah menetapkan PP
Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP. SAP tersebut menggunakan basis kas untuk
pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun penerapan PP Nomor 24
Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36
ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang
menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran

berbasis kas.

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut
Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima)
tahun. Oleh karena itu, PP Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. PP Nomor 71 tahun
2010 tentang SAP diundangkan Menkumham Patrialis Akbar pada tanggal 22
Oktober 2010 di Jakarta.

Perbedaan yang dapat dilihat jelas pada penerapan SAP Berbasis Kas Menuju
Akrual (PP No. 24 Tahun 2005) dengan SAP Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun
2010) terletak pada banyaknya jenis laporan keuangan, dari semula 4 (empat) jenis
laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP berbasis
kas menuju akrual, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan, menjadi 7 (tujuh) jenis laporan keuangan
sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berbasis akrual, yaitu LRA, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan
CaLK. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual akan meningkatkan kualitas laporan

keuangan dan perwujudan good governance serta mengetahui kinerja pemerintah.
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BAB Il

ANALISIS DESKRIPTIF

Analisis deskriptif pada Bab Il ini terdiri dari data umum dan data khusus,
dimana data umum berisi tentang profil dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Magelang sedangkan data khusus berisi hasil penelitian dan
pembahasan atas hasil penelitian dari penerapan akuntansi belanja modal
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perdagangan Koperasi

dan UKM Kabupaten Magelang.

3.1 Data Umum

3.1.1 Gambaran Umum

Pada awal berdiri instansi ini bernama Kantor Pengelolaan Pasar yang mana
sebelum berdiri sendiri ini tergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Magelang. Sebelumnya kantor pengelolaan pasar ini berbentuk dinas dengan nama
Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang yang didasarkan pada Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 21 Oktober 1996 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan

Pasar Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Magelang. Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang telah
diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2000
Seri D dan Nomor 16 Tanggal 22 Desember 2000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun
2004, Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang berubah menjadi Dinas Pasar
Kabupaten Magelang. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten
Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
dinas ini berubah dan bergabung menjadi Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten

Magelang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 62
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Tahun 2016 instansi ini berubah menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Magelang pada tanggal 31 Desember 2016.

3.1.2  Visi dan Misi

Visi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang adalah
mewujudkan bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan serta usaha kecil
menengah yang baik dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pendapatan yang
optimal guna mendukung Kabupaten Magelang yang lebih maju, makmur dan
sejahtera. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2011
yang menyebutkan bahwa Disdagkop mempunyai tugas dalam melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantu di bidang pengelolaan pasar
sehingga dituntut untuk dapat mengelola aset Pemerintah daerah berupa prasarana
dan sarana pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat
sekaligus mendukung penguatan keuangan daerah melalui pengelolaan pendapatan

daerah.

Berdasarkan visi yang sudah ditentukan, kemudia di tetapkan Misi Dinas

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Mengembangkan peningkatan prasarana dan sarana pasar berdasarkan potensi
yang ada

2. Mewujudkan kondisi pasar yang tertib, nyaman dan aman, dimana para
pedagang dapat menjual dagangannya secara baik dan teratur pada tempat yang
sudah ditentukan

3. Meningkatkan pendapatan dari retribusi pasar untuk menopang Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

4. Menertibkan administrasi dan manajemen pasar yang baik akan meningkatkan
PAD dan secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di

Kabupaten Magelang.

3.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2008

tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan tugas lembaga teknis
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daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Magelang Nomor
21 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi, kedudukan dan
tugas lembaga teknis daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2011 tentang uraian Tugas Kantor
Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang disebutkan bahwa Kantor tersebut

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Kantor Dinas Perdagangan Koperasi

dan UKM Kabupaten Magelang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis
pengelolaan pasar

2. Mengembangkan pasar

3. Mengelola sarana dan prasarana pasar

4. Mengelola kebersihan pasar dan lingkungan serta memelihara keamanan dan
ketertiban pasar

5. Menata, memberi izin dan rekomendasi pada skala tertentu, serta mengevaluasi
sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan skala lokal

6. Mengelola pendapatan pasar

7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pengelolaan pasar

8. Mengelola ketatausahaan kantor

Struktur Organisasi yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Magelang Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Magelang, Disdagkop mempunyai susunan organisasi

sebagai berikut:
1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang

perdagangan, meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kegiatan,
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koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, administrasi, serta pelaksanaan
fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan

fungsinya.
2. Sekretariat

Mempunyai  tugas  melaksanakan  perumusan  konsep  kebijakan,
pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan
keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan
barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan,
kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretriat memiliki tiga subbagian yaitu:

1) Subbagian Program
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep
kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian,
evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2) Subbagian Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep
kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan pendapatan
maupun pengeluaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan konsep

kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan,
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evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan
barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan,
kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Bidang pasar

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Sarana,

Pemberdayaan dan Pengelolaan Pasar. Bidang Pasar memiliki 3 (tiga)

subkoordinator meliputi:

1) Subkoordinator Sarana Pasar

2) Subkoordinator Pemberdayaan Pasar, dan

3) Subkoordinator Pengelolaan Pasar.

4. Bidang Perdagangan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang distribusi,
kerjasama, dan promosi perdagangan. Bidang Perdagangan memiliki 2 (dua)

subkoordinator meliputi:

1) Subkoordinator Distribusi, dan
2) Subkoordinator Promosi dan Kerjasama.
5. Bidang Metrologi,

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan
metrologi, pengendalian mutu metrologi, dan pelayanan metrologi. Bidang

Metrologi memiliki 2 (dua) subkoordinator meliputi:

1) Subkoordinator Pengawas Metrologi, dan
2) Subkoordinator Pelaksanaan Metrologi

6. Bidang koperasi,

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan,
perlindungan, data, kelembagaan, legalitas, pengawasan, dan pemeriksaan
koperasi. Bidang Koperasi memiliki 3 (tiga) subkoordinator meliputi:

1) Subkoordinator Pemberdayaan, Pelindungan dan Data Koperasi
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2) Subkoordinator Pemberdayaan Kelembagaan dan Legalitas Koperasi, dan
3) Subkoordinator Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
7. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha,
kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah. Bidang UMKM
memiliki 2 (dua) subkoordinator meliputi:

1) Subkoordinator Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
2) Subkoordinator Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional,

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPAT]I MAGELANG

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Gambar 3.1
Struktur Organisasi

Sumber : Perbub No. 72 Thn 2021
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3.2  Data Khusus
3.2.1 Mekanisme Pencatatan Akuntansi Atas Belanja Modal

Akuntansi belanja pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten
Magelang ini meliputi :

1. Uang Persediaan (UP)

Pencatatan dana yang digunakan untuk uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali atau revolving yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran

langsung.
2. Ganti Uang (GU)

Pencatatan dana yang digunakan untuk mengganti UP yang tidak dapat

dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Tambahan Uang (TU)

Pencatatan dana yang digunakan untuk tambahan uang persediaan guna
melaksanakan kegiatan SKPD.

4. Akuntansi belanja langsung (LS)

Uang persediaan yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak
ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Akuntansi belanja yang dipakai Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Magelang adalah akuntansi belanja langsung (LS). Konsep anggaran
menghendaki adanya keterkaitan antara output hasil dari suatu program atau
kegiatan dan input alokasi belanja yang dikeluarkan untuk membiayai suatu
program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarakan terkait secara langsung
dalam rangka memenuhi target kinerja atau tingkat pencapaian program atau

kegiatan yang diharapkan.

Pencatatan belanja modal dilakukan untuk mencatat semua belanja modal yang
keluar. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel sehingga

menciptakan suatu tulisan yang dapat dipahami atau dimengerti. Pembiayaan untuk
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kegiatan yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta subsidi

atau bantuan dari pemerintah pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demikian halnya dengan untuk

memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari

anggaran pemerintah pusat atau daerah dan sumber-sumber lain yang sah

merupakan barang milik negara.

Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang melalui microsoft excel adalah:

Tabel 3.1

Pencatatan belanja modal oleh bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan

Pencatatan Belanja Modal oleh Bendahara Pengeluaran Per Desember 2021

Tgl

Uraian

Kode Rek.

Penerimaan

Pengeluaran

25/10/21

Terima SP2D
nomor 00005
untuk
pembayaran
belanja modal
pembelian
software untuk
kebutuhan
Disdagkop
Kabupaten
Magelang

2.17.2.17.00.07.2.01.03.5.2.05

75.332.300,00

Belanja modal
pembelian
software untuk
kebutuhan
Disdagkop
Kabupaten
Magelang

75.332.300,00

Sumber: Data Bendahara Pengeluaran Disdagkop Kabupaten Magelang
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Pencatatan belanja modal untuk pengadaan software melalui Microsoft Excel
yang dibuat oleh bendahara pengeluaran Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Magelang dicatat berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
yang telah dikeluarkan. Saat diterimanya SP2D untuk pembayaran belanja modal,
maka bendahara pengeluaran mencatatnya pada sisi penerimaan. Kemudian untuk
pembelian atau pengadaan belanja modal tersebut, bendahara pengeluaran
mencatatnya pada sisi pengeluaran.

3.2.2 Mekanisme Pengakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang mengakui suatu
aset tetap apabila aset tetap tersebut diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada
saat penguasaannya berpindah dan berdasarkan berita acara serah terima
pengerjaan. Perolehan atas aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada
umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas

Umum Daerah, atas belanja modal tersebut.

Mekanisme pencairan dana anggaran dengan UP/GU/TU dan LS melalui

tahapan proses sebagai berikut:

1. Proses pengajuan SPP
2. Proses pengajuan SPP dan penerbitan SPM
3. Proses penerbitan SP2D

Pengadaan aset tetap atau belanja modal biasa dilakukan dengan mekanisme
SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung), dengan nilai belanja modal
sesuai dengai nilai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Setelah kegiatan pengadaan aset tetap terealisasi, petugas pembelanjaan akan
membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) guna diserahkan kepada petugas
verifikasi untuk diverifikasi dan divalidasi. Setelah SPJ divalidasi, dibuatlah SPP-
LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) untuk diverifikasi dan ditandatangani
oleh Bendahara Pengeluaran, Kasubag Keuangan, Kasubag Tata Usaha. Verifikasi

dimaksud untuk mencocokkan realisasi belanja dengan anggaran. Setelah lulus
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verifikasi, dibuatlah SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung) untuk diajukan
ke BPPKAD. Oleh BPPKAD, SPM-LS akan dicek kelengkapannya dan setelah
lengkap BPPKAD akan menerbitkan SP2D-LS.

Pada saat penerbitan SP2D-LS, terjadi tiga peristiwa secara bersamaan yaitu
berkurangnya kas daerah, pembayaran langsung dana kas tersebut kepada penyedia
aset tetap melalui bank rekanan, dan pengakuan realisasi belanja modal pada Dinas

Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang.

Setelah aset tetap diterima dari penyedia aset tetap dan telah melalui proses
inventaris oleh Subbag Tata Usaha atau Perlengkapan, maka petugas pembukuan
dan akuntansi akan mencatat aset tetap ke bukti memorial kemudian dicatat ke buku
jurnal umum dan secara periodik melakukan posting ke buku besar. Semua
pencatatan akuntansi tahun 2021 pada Disdagkop Kabupaten Magelang dilakukan

dengan aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Penatausaha Keuangan Daerah).

3.2.3 Mekanisme Pelaporan Akuntansi Atas Belanja Modal
Belanja modal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang

terdiri atas :

1) Belanja Modal Tanah

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan
UKM Kabupaten Magelang, dilaporkan atau disajikan dalam Neraca dan Laporan

Realisasi Anggaran.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang akan

memperoleh aset tetap yang harus disajikan dalam neraca.
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Tabel 3.2

Neraca Aset Tetap Per Desember 2021

Aset Tetap
Tanah 34.127.365.706,00
Peralatan dan Mesin 11.210.475.829,00
Gedung dan Bangunan 246.725.031.974,00
Jalan Irigasi dan Jaringan 13.357.164.530,00
Aset Tetap Lainnya 23.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 777.348.500,00
Akumulasi Penyusutan (41.742.145.592,88)
Jumlah Aset tetap 264.478.890.946,12

Sumber : Neraca Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang Tahun 2021

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Dinas
Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang telah sesuai dengan
pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu adanya akumulasi
penyusutan dan kontruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang

sedang dalam proses pembangunan.
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Tabel 3.3

Laporan Realisasi Anggaran Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang Tahun

2021

URAIAN ANGGARAN 2021 RE';‘cl)‘zllSASI (%)
PENDAPATAN DAERAH 6.910.042.000,00 | 13.167.351.657,00 | 190,55
PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) 6.910.042.000,00 | 13.167.351.657,00 | 190,55
Retribusi Daerah 6.868.386.609,00 | 13.089.889.866,00 | 190,58
Lain-lain PAD Yang Sah 41.655.391,00 77.461.791,00 | 185,96
LAIN-LAIN
PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
BELANJA DAERAH 17.356.686.606,00 | 14.858.805.590,00 85,61
BELANJA OPERASI 16.473.228.576,00 | 14.478.458.290,00 87,89
Belanja Pegawai 7.240.184.000,00 | 7.014.006.949,00 96,88
Belanja Barang dan Jasa 0.183.044.576,00 | 7.414.451.341,00 80,74
Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 | 100,00
BELANJA MODAL 883.458.030,00 380.347.300,00 43,05
Belanja Modal Tanah 0 0 0
Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 45.325.000,00 45.325.000,00 | 100,00
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 259.372.990,00 258.840.000,00 99,79
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya 578.760.040,00 76.182.300,0 13,16

Sumber : LRA sebagian Disdagkop dan UKM Tahun 2021 Kabupaten Magelang
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Tabel 3.3 diatas terlihat bahwa Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Magelang pada tahun 2021 memiliki total realisasi belanja modal adalah
sebesar Rp. 380.347.300,00 dari total anggaran Rp. 883.458.030,00 atau sekitar
43,05% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari :

Belanja Modal Tanah Rp. 0

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 45.325.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 259.372.990,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 578.760.040,00

Berdasarkan total anggaran dan realisasi belanja modal pada tahun 2021, Maka
hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai belum

sepenuhnya merealisasikan dalam belanja modal.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Magelang adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LRA,
belanja, transfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam

penyusunan laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Neraca

3. Laporan Operasional

4. Laporan Arus Kas (LAK)

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan yang dibuat oleh Disdagkop Kabupaten Magelang meliputi:

=

Laporan Realisasi Anggaran

N

Neraca

w

Laporan Operasional
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4. Laporan Perubahan Ekuitas

5. Catatan atas Laporan Keuangan

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan. Dalam pelaporan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak
diwajibkan menyusun laporan arus kas kecuali SKPKD sebagai entitas pelaporan

wajib menyusun laporan arus kas.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan perlakuan akuntansi untuk belanja modal yang meliputi
pencatatan, pengakuan dan pelaporan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan mekanisme standar yang ditetapkan
yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Pencatatan untuk belanja modal pada
Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang dicatat dalam buku kas umum dan
menggunakan basis akrual. Hasil dapat dilihat dari pengimplementasikan belanja
modal untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan maupun
aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2021 dan penyajian laporan keuangan yang
harus disiapkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2 Saran

Penulis memiliki saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang
bermanfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Magelang
yaitu secara keseluruhan perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan, pencatatan dan
pelaporan telah sesuai dengan ketentuan SAP. Hal ini berpengaruh positif bagi
instansi. Disarankan untuk Disdagkop dan UKM Kabupaten Magelang selalu
berpedoman kepada peraturan yang berlaku berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014
yang telah diganti menjadi PP No. 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara atau daerah yang dimaksud dalam penerapan akuntansi aset tetap agar
pengelolaan keuangan yang disusun dapat efektif dan laporan keuangan yang

disajikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
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NERACA

Lampiran 3. Neraca Disdagkop Kabupaten Magelang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
00. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 2

Gadung dan Banguran

Jumilah (Rp)
Uralan 2021 2020
1 ] 3

BSET 267 079 E50.048 93 27401 2 486 545
ASET LANCAR 217.544 830,80 ‘BTE.500.016,55
Kas dan Selara Kas 0,00 2.309.000,00
Piulang Relribusi Dasrah 3.831.818.740,00 3.584.977.994 00
Paryishan Piutang (3473356 677,50 {2 E74.013.175 45
Beban Dibayar Dimuia 14.133.333,00 18.433.333,00
Persediaan 44 040 75500 42 702 BE5,00
INVESTASI JANGHKA PANJANG 0,00 0,00
ASET TETAP 264 4TE BD0.046,12 270853737 137,25
Tanah 34.127.385.706,00 33.113.431.420,00
Peralatan dan Mesin 11.210.475.629,00 11.004.787.513,00

248 735 031 874,00

245 508 341 757,00

Jalan, Javingan, dan Irigass 13.357.184.530,00 13,312 458,004,00
Aset Tetap Lainnya 23 650.000,00 23.550.000,00
Karstruksi Dakam Pengeiaan T77.348 500,00 &2 830.500,00
Aburmulasi Penyusytan [41.742.145.502 28 (33251 TT2.756 65
DANA CADANGAN 0,00 0,00
ASET LAINNYA 2.383.224.388 30 2.343.279.394,30
Asat Tidak Berwujud 338 672 353,00 453.807.053 0
Aset Lainain 2.738.717 560,00 2 537.804.580,00
Aiurnubasi Amarlisasi Aset Tidak Berwujud [258.655.028,00 {423.375.703,00
Asurmukasi Penyusulan Aset Lainnya [425.810.415.70 (224,902 415,70
JUMLAH ASET 26707880045 a3 274.012.456. 548,21

FEWAJNEAN 6620, 559,656, 01 441 288, 413,51

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 6.620.539.666,01 441.209.413,57
Pardapatan Diterima Dimuka 8.571.158.661,01 302 380.135,57
Utang Belarga 40.781.005,00 4B.930.78,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 6620830866 01 441200 413 57|
[EFUTAS 60,455 120,278 91 FTLET1.167.134 63
EKUITAS 260,458 720.279 91 Z73.57T1.157.134,53
ERuilas 234 118 641 060,91 266,802 549, 190,63
Exuilas uniuik Dikonsolidasian 28.340.070.219,00 7.5TE.607.044 00
JUMLAH EKUITAS 260,458 720.279,91 273.571.167.134,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 26707880048 03 274,012,456, 548 213
Kota Mungkid, 31 Desember 2021
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah
Drs. BASIRUL HAKIM
PEMBINA UTAMA MUDA
5.0 X B NIF 19650309 198603 1 010
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Lampiran 4. LRA Disdagkop Kabupaten Magelang

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SKPD: DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dalam Rupiah
lraian Jumiah Realisasi Realizasi
Angparan 01 Y, 2020
1 2 3 4 5

PENDAPATAN DAERAH 6,310,042,000.00 13,167,354,657.00)  190.55 4,266,647,246.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) £,910,042,000.00 13,167351,657.00] 19055 3,787,000,46.00
Retribusi Daerah 6,365,386,609.00 13,009,889,866.00)  190.58 3,679,385,346.00
Lain-Jain PAD yang Sah 41,655,301.00 746179100  185.96 107,614,300.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0.00 0.00 0.00 479,647,100.00
Pendapatan Hibah 0.00 0.00 0.00 479,647,100.00
BELAN.JA DAERAH 17,356,686,606.00 14858.805,590.00) 8561 11,342,946,190.00
BELANJA OPERASI 16,473,228,576.00 1447545820000 8789 11,573,389,190.00
Belanja Pegawai 7,240,184,000.00 T,014006,949.00, 9688 6,606,808,520.00
Belanja Barang dan Jasa 9,183,044,576.00 7445341000 8074 4,96,590,670.00
Belanja Hibah 50,000,000.00 50,000,000.00, 10000 0.00
BELANJA MODAL 883,458,030.00 3804730000, 43.06 260,547,000.00
Belanja Modal Tanah 0.00 0.00 0.00 52,795,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45,325,000.00 45,325,000.00] 10000 0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 259,372,990.00 258,840,000.00 99,79 216,752,000.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 578,760,040.00 7618230000, 1346 0.00
SURPLUSI{DEFISIT) [10‘445,544,606.&]1 (1691453933.00] 1649 (7,576,208,944.00,

Kota Mungkid, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah
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Lampiran 5. SP2D Disdagkop Kabupaten Magelang
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Tanggal 8PM  : 25 Oktober 2021 GKOP/2021 ol . : KUABA BUD
t ; Tatwm Anggaran ¢ 2021
i 1 2.17.00. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA i
KECIL DAN MEMENGAH
Bank / Pos : Bank Jateng -
Hendakiah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor :1005023401
Vang ssbesar : Rp. 76.332.300,00 ( Tyuh putih lima Juta tiga ratus tiga puluh dua rivit tga ratus ruplah )
Kepada T TERLANPIR (DISDAGKOP DAN UKM KAB WAGELANG), DISDAGKOP DAN UKM KAB MAGELANG
NPWP : 002672178524000 fad - ' T g Uy 4. 23
No.Rekening Bank : TERLAMPIR -~/ ' B
Bank / Pos . Bank Jateng
K-puiua\ Untuk  ; BM SOFTWARE : . -
No. KODE n:g_uﬂa ORMAN. : mt:u (Rp)
1 ‘ 2 3
2.17.2.17.00.07.2.01.035.203| - Belanja Modal Software 7L . 76.332.300,00
: Yz : Jumla, T 76.332.300,00
= 2 : . . : - -
1} Potongan-potongan . : / ;
il Mo. Uralan{No.Rekening Jegrrich (D) ; Kder:ngcn ;
1 x T 3 :
\ . |71.04 : PPN _ 6601.636,00 " ISR B2
B | s R R e e 22, spo24600 |7 - = 4
e P |72 - \ ' PFh Pasel 2 36.450,00 2 e
Jumlah | . 7.628.331,00 '
- i : (Tidak g jumiah pémbeywan P20} ] :
Uralan 4 Jumlzh () Kederangan
2 | ! 3 . 3 4
T Jumiah Y S 4] / i
‘ : " - # . o 4
P20 yang dibayarkan - i 1 f /5 S
1 Jumiah yang DIINA.......iseee RESZ=5/ 75.332.300,00
; Jumiah Potongan......:. G ~Rp- 4 7.628.331,00
[ payed Jmn[an\y.ng BT L L L T . 67.703.969,00
= Vg Sejumish 3 ( Enam puluh tujuh juta tujuh retus tge riby eembilan ratua enam puluh sembiian :
fowl KQTA MUNGKID, 27 Oktcber 2021
Lembar § : Bank Yang Ditunjuk 3
Lvinue 7. Penpgiaie
Anggerav :
Lember 3 ; Arsip Kusse BUD
Lembar 4 : Phak Ketiga *)
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